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Urus Dokumen
Kependudukan Gratis

YOGYA (MERAFID) - Pe-
ngurusan  d n  kepen-
dudukan kini semakin dimu-
dahkan karena masyarakat ti-
dak dipungut hiaya. Baik ke-
pengurusan  dokumen KITF,
Kartu Keluarga maupun berba-
gai akta kependudukan seperti
akta kelahiran, perkawinan,
perceraian dan kematian. Di-
rong warga tertib mengurus
dokumen udukan.

Kagi Data dan Informasi Di-
nas Kependudukan dan Catat-
an Sipil (Dindukeapil) Kota
Yogyakarta Deddy Feriza men-
jelaskan kebijakan itu adalah
amanat Undang-undang (UTU)
nomor 24 tahun 2013 tentang
perubahan atas UU nomor 23
tahun 2006 tentang adminis-
trasi kependudukan. Terhadap
kebijakan itu Pemkot Yogya me-
nyesuaikan dengan mener-
bitkan Peraturan Walikota
(Perwal) Nomor 16 tahun 2014
tentang Perubahan Retribusi
Jasa Umum,

"Semua lay

yanan administrasi
«dokumen kependudukan yang

tidak terlambat
tldakdlpu:nguthm a. Kebijakan
ini berlalku mulai 14 April sete-
lah Perwal disahkan" kata
Deddy ditermui  di Knnior
Dindukeapil Selasa (15/4).

. Sebelum Perwal disahkan,
_ kepengurusan dokumen pen-

duduk di Kota Yogyakarta
dipungut biaya yang diatur da-
lam Peraturan Daerah (Perda)
nomor 5 tahun 2012 tentang re-
tribusi jasa umum, Untuk
penerbitan akta nikah misalnya
biayanya Rp 100,000, akta ke-
matian Rp 50.000 dan akta
cerai Rp 150.000. Dia mengata-

kan biaya itu dulu untuk meng-
ganti blangko dan cetak yang
dikelola APBD dengan dana
sampai rafusan juta rupiah.

"Dengan kebijakan itn semua
biaya blangko dan cetak ditang-
gung pemerintah pusat,” im-
buhnya.

Kebijakan ini juga berlaku
untuk kepengurusan surat ke-
terangan tempat tinggal, kartu
(o e g

pem ta
pang&aahan anak serta kutipan
akta ganti kartu nama bagi
WA Negara asing.

Namun kebijakan tanpa bi-
ayainiﬁnilak ‘;:rtlaku bagi wargad
yang terlambat mi o=
lm.men kmMumsal—

a pengurusan an

KTP J]]taber]amb?:::nt?umjm
nai denda Rp 50,000, Dia menu-
turkan sanksi tetap diber-
lakukan sebagai bentuk upaya
ketertiban pengurusan. Sanksi
derida itu sudah diatur dalam
Perda Nomor 8 tahun 2012 ten-
trasi kependudukan,

Menurutnya setiap  hari
cukup banyak warga yang
mengakses pelayanan kepen-
dudukan. Pihaknya juga me-
nyatakan siap jika ada lonjakan
kepengurusan dokumen -
dudulkan pasca-bebas biaya itu.
Jika ada oknum yang masih
menarik biaya untuk penguru-
san dokumsn penduduk di-

ini, Terutama jika ada temuan
yang masih memungut biaya
untuk pengurusan dokumen
kependudukan,” pungkasnya.
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